
 

 

 

 

 

 
BUPATI KAPUAS 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

                            PERATURAN BUPATI KAPUAS 

NOMOR 23 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PENYELENGGARAAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK  

DI KABUPATEN KAPUAS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KAPUAS, 

 

Menimbang    : a.  bahwa pada anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum 

menikah memerlukan identitas penduduk yang berlaku secara 

nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan 

Administrasi Kependudukan, guna memberikan perlindungan 

dan pemenuhan hak konstitusional anak sebagai warga negara; 

  b.  bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat 

dalam meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan 

publik untuk mewujudkan hak terbaik baik bagi anak di 

Kabupaten Kapuas, pemerintah daerah berkewajiban 

menyelenggrakan Administrasi Kependudukan dengan 

menerbitkan Kartu Identitas Anak; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas 

tentang Penyelenggaraan Penerbitan Kartu Identitas Anak di 

Kabupaten Kapuas.  
    

Mengingat   :    1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5606);  

      3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 

 
 



4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

5587) sebagaimana telah diuabh beberapa kaliterakhir dengan 
Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5679); 

      6.  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4736); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373); 
7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

      8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang 
Kartu Identitas; 

9.  Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2). 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENERBITAN 

KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN KAPUAS. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas 

yaitu kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kapuas. 

4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang 

bertempat tinggal di Indonesia. 

5. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi WNI 

adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa 

lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara 

Indonesia. 

6. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

 

 

 



 

8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang dan berpartisipsi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. 

9. Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang 

Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berusia 17 (tujuh belas) 

tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah. 

10. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah 

identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 

17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. 

11. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor 

identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan 

melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. 

12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas yang 

selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah 

Kabupaten Kapuas yang bertanggungjawab dan berwenang 

melaksanakan pelayanan dalam urusan Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

13. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA  

karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang. 

 

BAB II 

TUJUAN 

Pasal 2 

 

Pemerintah Daerah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan 

pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya 

memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga 

negara. 

 

BAB III 

PERSYARATAN DAN TATA CARA 

 

Bagian Kesatu 

Persyaratan 

 

Paragraf Kesatu 

Anak WNI 

Pasal 3 

 

(1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun 

bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran. 

(2) Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran 

tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah 

memenuhi persyaratan :   

a. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan akta kelahiran 

aslinya;     

b. KK asli orang tua/wali; dan 



c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali. 

(3) Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 

17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan : 

a. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan akta kelahiran 

aslinya;     

b. KK asli orang tua/wali;  

c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan 

d. Pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar. 

(4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang 

dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai dengan surat keterangan datang 

dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas. 

Pasal 4 

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan 

permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan 

kehilangan dari kepolisian. 

 

Pasal 5 

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan 

permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak. 

 

Pasal 6 

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan 

ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah 

datang. 

 

Pasal 7 

(1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah 

sampai anak berusia 5 tahun.  

(2) Masa berlaku KIA untuk anak di atas 5 tahun adalah sampai anak 

berusia 17 tahun kurang satu hari.  

 

Paragraf Kedua 

Anak Orang Asing 

Pasal 8 

(1) Dinas menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi 

persyaratan : 

a. Fotocopy pasfor dan izin tinggal tetap;     

b. KK asli orang tua/wali; dan 

c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali. 

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 

usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun.  

(3) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang dilakukan untuk anak usia 5 tahun sampai dengan 17 tahun 

kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 

2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar. 

 

Pasal 9 

Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang 

tuanya. 

 



Pasal 10 

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan 

permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan 

kehilangan dari kepolisian. 

 

Pasal 11 

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan 

permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak. 

 

Pasal 12 

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang dilakukan setelah 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), 

ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan 

pindah datang. 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara 

Paragraf Kesatu 

Anak WNI 

Pasal 13 

(1) Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan 

KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) melalui desa/kelurahan, Kecamatan dan 

Dinas. 

(2)  Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA. 

(3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor 

Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan. 

(4) Dinas menerbitkan KIA, dalam pelayanannya bekerjasama dengan 

Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana, Kementeriaan Agama, 

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten, Ikatan 

Bidan Indonesia (IBI),  Kecamatan, UPTD Pendidikan, 

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan  dan 

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 

 

Paragraf Kedua 

Anak Orang Asing 

Pasal 14 

(1) Terhadap anak yang telah memiliki pasport, orang tua anak 

melaporkan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk menerbitkan 

KIA. 

(2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA. 

(3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor 

Dinas. 

(4) Dinas menerbitkan KIA, dalam pelayanannya bekerjasama dengan 

Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana, Kementeriaan Agama, 

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten, Ikatan 

Bidan Indonesia (IBI),  Kecamatan, UPTD Pendidikan, 

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan dan 

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 



 

BAB III 

FORMULASI KALIMAT DAN PENULISAN  

KARTU IDENTITAS ANAK 

 

Pasal 15 

Formulasi kalimat dalam KIA, memuat elemen data : 

a. NIK; 

b. Nama; 

c. Jenis kelamin; 

d. Golongan darah; 

e. Tempat/tanggal lahir; 

f. Nomor kartu keluarga; 

g. Nama kepala keluarga; 

h. Nomor akta kelahiran; 

i. Agama; 

j. Kewarganegaraan; 

k. Alamat; 

l. Masa berlaku; 

m. Tempat penerbitan; 

n. Nomenklatur dinas; dan 

o. Nama dan tanda tangan kepala dinas. 

 

Pasal 16 

 

(1) Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem 

informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Spesifikasi penulisan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi : 

a. Huruf balok; 

b. Tinta warna hitam; 

c. Tanggal, bulan, tahun ditulis dengan huruf; dan 

d. Penandatanganan KIA menggunakan tinta berwarna hitam. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 17 

 

Untuk memaksimalkan cakupan kepemilikan KIA Dinas melakukan MoU 

dan kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kementeriaan Agama, 

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten, Ikatan Bidan 

Indonesia (IBI),  Kecamatan, UPTD Pendidikan, Pemberdayaan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan, dan Lembaga Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD). 

 

 

 

 

 



Pasal 18 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Kapuas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Kuala Kapuas 

pada tanggal                  2016 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, 

 

     ttd 

 

RIANOVA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2016 NOMOR : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Kuala Kapuas 

pada tanggal 29 Juni  2016 

 
   BUPATI KAPUAS,    

          

          ttd 
 

BEN BRAHIM S. BAHAT 


